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ABSTRAK

Salah satu dari sekian problem laten yang dihadapi Negara berkembangn
adalah bagaimana mengentaskan warga negaranya dari kemiskinan. Memang yang
namanya kemiskinan tidak bisa di hilangkan karena sudah menjadi hukum alam, ada
kaya ada miskin, tetapi setidaknya Negara memberikan keadilan untuk
mengakomodir orang —orang miskin, semisal memberikan lapangan pekerjaan serta
solus lainnya. Sebab, jika Negara tidak memberikan solutif terhadap kemiskian
maka yang akan terjadi akan memunculkan berbagai problem social seperti
munculnya pengamen atau pengemis yang kerap kali dijumpai di kota-kota besar
yang beroprasi di pinggir-pinggir jalan, di bus-bus kota bahkan kadang keliling
kampong-kampung

Satu siss mereka di pandang sebagai problem sosial karena menggaung
ketertiban umum, tetapi dilain pihak, mereka tidak punya cara lain untuk
mendapatkan penghasilan selain pengamen dan pengemis. Dari sinilah penulis
tertarik untuk meneliti pengemis dan pengamen apakah mereka mengganggu
ketertiban umum atau tidak. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengajukan
rumusan masalah Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum tentang pengamen dan ketertiban umum?

Dalam melakukan penelitin ini penyusun menggunakan pendekatan yuridif-
normatif. Penelitian ini akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa mahasiswa
Syari’ah dan Hukum setuju dan menyadari bahwa mengamen atau mengemis
merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, tatapi meraka tidak
sepekat jika pengamen atau pengemis melanggar hukum, melain mereka harus diberi
ketrampilan agar bisa berkerja dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tampa
harus mengamen. Sebenernya mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum memahami
bahwa semua peraturan yang tertulis di buku KUHP adalah perbuatan yang melawan
hukum.

Salah satu solusi yang baik adalah memberikan ketrampilan pada para
pengamen dan pengemis agar mereka dapat bekerja dan memenuhi kehidupannya
tanpa harus mengamen. Semua itu harus dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang
berkewenangan dalam hal tersebut.

Kata Kunci: Pengamen, Ketertiban Umum dan Mahasiswa Syari’ah.
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Penulisan

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

tranditeras  Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini

menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158

dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
f Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
Ba’ B Be
Z Ta’ g Te
& Sa’ S es (dengan titik diatas)
d Jm I Je
C Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D De
3 Zal 4 zet (dengan titik di atas)
) Ra’ R Er
3 za’ z Zet
o Sin S Es
gz Syin Sy esdan ye
B2 Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ t te (dengan titik di bawah)
b zZa’ Z zet (dengan titik di bawah)
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¢ ‘Ain ‘ komaterbalik di atas

¢ Gain G Ge

<2 Fa’ F ef

S Qaf Q qi

& Kaf K ka

J Lam b, ‘el

e Mim M em

o Nun ‘n ‘en
Waw w W

2 Ha’ H ha

s Hamzah ) aposrof

S Ya’ - ye

I1.Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

83dme Ditulis muta’addidah
fice Ditulis ‘iddah
I11. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”
LS~ Ditulis hikmah
A Ditulis Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulish

Al s

Ditulis

Karamah al-auliya

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t

Jallals;

Ditulis

Zakah al-fitri

IV. Vokal Pendek
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———ii——— Fathah Ditulis A
_————— Kasrah Ditulis I
S Dammah Ditulis u
V. Vokal Panjang
Fathah  diikuti  Alif  Tak . o N
1 berharkat ials Ditulis Jahiliyyah
Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif . .. .
2 layyinah) o Ditulis Tansa
3 | Kasrah diikuti Ya’ Sukun a5 Ditulis Karim
4 | Dammah diikuti Wawu Sukun PP Ditulis Furtd
V1. Vokal Rangkap
1 | Fathah diikuti Ya’ Mati Ditulis ai
S Ditulis bainakum
2 | Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis au
Jsb Ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostr of

== Ditulis a’antum
s Ditulis ‘widdat
58 A Ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf Qomariyah

o3

Ditulis

al-Qur’an

)

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘I’ (el) nya.

Lol

Ditulis

as-Sama’

et

Ditulis

asy-Syams
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I X. Penulisan K ata-kata dalam Rangkaian K alimat

2o (593 Ditulis zawil furad atau al-furad

ECO Jo! Ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHUL UAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang identik dengan ‘kemiskinan'. Jadi
masih mengandung kemiskinan dimana-mana, baik di kota maupun di desa. Kita
dapat melihat di setiap kota pasti ada daerah yang perumahannya berhimpitan satu
dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak
lagi keadaan yang dapat menggambarkan ‘'masyarakat miskin perkotaan'. Bahkan di
malam hari banyak orang-orang tertentu yang tidur di emperan toko pinggir jalan.
Kondisi demikian sangat memprihatinkan dan harus segera di atasi.

Indonesia adalah negara kesgjahteraan (welfare state), itulah konsep negara
yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana pernyataan Jimly Ashiddigie bahwa,
“Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi
ekonomi dan sosia budaya, dan karena itulah konsep negara yang dianut dalam
Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesegjahteraan. Namun berbaga masalah
pendidikan, kesehatan, pendidikan rasa aman dan kesgateraan umum belum
terselesaikan dengan baik, artinya cita-cita nasional seperti yang dituangkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan implementasi dari pasal 34 Undang-

Undang Dasar 1945 belum berShasil dicapai dengan baik.

' Sri Wulan, “Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta,”
Makalah, http://www.Joglosemar.com.htm, akses 11 mei 2013.

2 Emir Soendoro, Jaminam Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari, (Jakarta: Dinov
Progress Indonesia, 2009), him. 35.



Negara kesgjahteraan segjatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan
sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem
jaminan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk
perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara
dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan
kerja dan kehamilan.®

Peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sangat dibutuhkan dalam
Penyandang Masalah Kesgjahteraan Sosial (PMKS). Hal ini menyebabkan, perlunya
upaya ekstra keras untuk mengindentifikass dan meneliti keberadaan para
gelandangan dan pengemis untuk memastikan tindakan yang tepat untuk
mengatasinya, bukan menghukumnya. Hal ini terkait dengan politik hukum pidana
dengan penerapan kebijakan sosial (social policy) termasuk hukum acaranya adalah
memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mencapai kesegjateraannya
(social welfare),* hal ini bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang progresif.

Hukum selain berpijak pada 5 (lima) dasar negara, yaitu Pancasila, maka
untuk mencapai tujuanya juga harus berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita-
cita hukum (rechtsidee), yakni:®

1. Mélindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi).

2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

® Ibid., him. 36

* Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2005), him. 13.

® Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), him. 18.



3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum
(nomokrasi).
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam

hidup beragama.

Krisis ekonomi di Indonesia tidak hanya sebatas pada fundamental
perekonomian. Krisis ekonomi telah mengungkapkan kelemahan mendasar Negara
Indonesia. Di era modernisasi saat ini yang didukung dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, membawa dampak yang begitu besar dalam
perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik sektor ekonomi, sosial,
politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa.®

Disis lain, perkembangan-perkembangan tersebut membawa dampak bagi
kemajuan suatu negara, khususnya masyarakat di dalamnya. Namun perubahan
tersebut juga membawa dampak negatif, diantaranya kesenjangan sosial. Di kota-kota
besar berdiri bangunan-bangunan mewah, gedung pencakar langit, mall dan komplek-
komplek perkantoran yang menjadi icon dan pusat perhatian. Akan tetapi, disudut-
sudut kota juga terdapat masyarakat yang hidup dalam perkampungan kumuh yang
memprihatinkan dan termarjinalkan. Dengan berbagai permasalahan yang kompleks

di dalamnya.’

® http//:www.google.com, Sebab Munculnya Pengamen atau Pengemis, akses, 15 Mei 2013.
" lbid.



Sedangkan di daerah atau pedesaan, yang sebagian besar masih jauh dari
pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan, juga memunculkan
persoadlan mengenai pengangguran. Dengan latar belakang masalah tersebut,
masyarakat pedesaan berbondong-bondong menuju perkotaan untuk mencari
pekerjaan. Walaupun aternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan
jauh lebih terbuka daripada di daerah pedesaan, namun kemiskinan di perkotaan tetap
ada salah satunya karena efek dari perkembangan teknologi. Serta perkembangan
lingkungan perkotaan yang pesat membutuhkan tenaga-tenaga berketerampilan
khusus sehingga memaksa para pencari pekerjaan untuk lebih selektif dalam memilih
perusahaan atau lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
Bagi masyarakat pendatang (masyarakat pedesaan) yang tidak memiliki keterampilan
dan tidak mendapatkan pekerjaan, mereka akan melakukan apapun untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.®

Tingkat pendidikan yang rendah dan angka kemiskinan yang semakin
meningkat, memicu setiap individu untuk melakukan segala cara untuk tetap bertahan
hidup. Salah satunya dengan meminta-minta atau mengemis. Dengan meminta-minta
dan memohon belas kasihan orang lain, dirasa cukup mudah untuk menghasilkan
uang. Hanya dengan menengadahkan tangan dan diselingi dengan peraatan
sederhana serta sedikit nyanyian. Bahkan tak jarang mereka melibatkan anak-anak

untuk mendapatkan simpati di tempat-tempat umum, perempatan-perempatan jalan

¥ Ibid.



raya, terminal, pasar dan tempat umum lainnya. Ini jelas menambah persoalan bagi
Negara, khususnya pemerintah daerah.’

R. Soesilo mendefiniskan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan
dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam
kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi, main biola,
gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko
dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar.*

Selain R. Soesilo, R. Sugandhi, SH juga mendefinisikan bahwa mengemis
bisa dilakukan dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung seruling
dan sebagainya serta menyanyi di tempat umum termasuk juga meminta-minta.
Tetapi R. Sugandhi, SH menjelaskan orang yang meminta-minta dengan cara
mendatangi tiap-tiap rumah, tidak termasuk di sini.™

Pengamen adalah kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain
dengan mengharapkan imbalan sukarela?Dengan demikian dapat didefinisikan
bahwa pengamen atau pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan
dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagal cara dan aasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang. Cara yang dimaksud adalah dengan mengamen

atau meminta sumbangan.

° Ibid.

19 R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, (Bandung: Karya Nusantara, 1988) him. 327

"' R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) helm. 513.

2 http://www.kamus-online.com/index.php? ang=en.htm, akses 20 Mei 2013.



Mengemis atau meminta-minta di tempat umum adalah sebuah pelanggaran
dan merupakan tindak pidana yang tertuang dalam pasal 504 KUHP yang
menyatakan bahwa:

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena
minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;

2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang
masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga
bulan.

Namun larangan ini terdapat kejanggal an, karena kultur masyarakat Indonesia
yang biasa bersedekah dan memberi fakir miskin seakan dilarang dan seolah-olah
antipati terhadap lingkungan sosial. Nabi Muhammad SAW juga menyarankan dan
memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan
membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Disebutkan dalam firman Allah sebagai

berikut:

Bl gaadl g a2y o ) il g 58l g sl Ao ) giglatg

Akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang
yang ingin bersedekah dan meminta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan
perbuatan itu ditempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan

sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat menggangu pada

3 Al-Maidah (05): 2.



orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat
memalukan. Akan tetapi jika datang meminta-minta di rumah, tidak dikenakan pasal
ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.**

Definisi pengemis menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan
perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah
provinsi dan kabupaten/kota bagian F tentang Penyandang Masalah Kesgahteraan
Sosia (PMKS) adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di
tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
Sedangkan anak jalanan menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 adalah anak yang
berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari
nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun di tempat-tempat umum.*

Atas dasar ketertiban umum maka perbuatan meminta-minta atau mengemis
(pengamen) dimuka umum dilarang, sesuai pasal 504 KUHP. Maka dari hal tersebuit,
kami tertarik untuk meneliti tentang pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan

Hukum.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti

dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, (Bandung: Karya Nusantara, 1988) him. 327

> KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian
minimal (SPM) bidang socia daerah provins dan daerah kabupaten kota.



1. Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
tentang pengamen dan ketertiban umum?

2. Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Tentang Pasal 504 KUHP jika dikaitkan dengan Pasal 34 Undang-

Undang Dasar 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan pandangan mahasiswa Fakutas Syari’ah dan Hukum
tentang pengamen dalam ketertiban umum.
b. Untuk menjelaskan Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
tentang Pasal 504 KUHP jika dikaitannya dengan Pasal 34 UUD 1945.
2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat TeoritisUntuk memperkaya khasanah keilmuan, terlebih dalam
bahasan mengenai pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum.
b. Memberikan sumbangan pemikiran guna menanggulangi masalah pengemis
jalanan dan memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan.
c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah

keilmuan di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka



Dalan melakukan penelitian mengenai skripsi ini, peneliti menemukan
beberapa literatur atau karya ilmiah maupun artikel yang membahas tentang
pengemis jalanan dalam kajian hukum, diantaranya adalah skripsi yang berjudul
“Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Bagus
Wahyu Azistianto.’® Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan Mahasiswa
Fakultas Syari’ah terhadap pengemis (pengamen).

Dalam sebuah artikel yang berjudul “MUI Haramkan Beri Sedekah ke
Pengemis” yang ditulis dalam media online Tribun-Timur.com, editor Imam
Wahyudi menyebutkan, MUI mengharamkan bagi sigpa saja yang memberi dan yang
meminta-minta di tempat umum, seperti di perempatan-perempatan jalan. Menurut
MUI, pemberian di tempat yang tidak semestinya justru mengganggu dan
menimbulkan kerawanan.*’

Kemudian artikel yang berjudul “Komnas Ham: Perda Tribum Langgar UUD
dan UU HAM” oleh Rizal Maslan di media online detiknews, menurut Yoseph Adi
Prasetyo, Perda Tibum nyata-nyata melanggar UUD 1945, UU No 39/1999 tentang
HAM, UU No 11/2005 tentang Hak Ekosob, UU No 12/2005 tentang Hak Sipil dan
Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).*®

16 Bagus Wahyu Azistianto, “Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”
Skripsi Sa;jana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta, tahun 2012.

! http://makassar.tribunnews.com/2013/01/10/mui-haramkan-beri-sedekah-ke-pengemis
(diakses padatanggal 11 Februari 2013 pukul 03.53)

Bhttp://news.detik.com/read/2008/02/14/151334/894112/10/komnas-ham-perdatibum langgar
uud-dan-uu-ham (diakses padatanggal 11 Februari 2013 pukul 05.00)
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Berdasarkan skripsi yang ditulis Bagus Wahyu Azistianto yang telah
disebutkan diatas, memang ada kesamaan dalam pokok permasalahan yang sedang
peneliti lakukan, yakni mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
pengemis berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan merupakan perbuatan melawan
hukum berdasarkan Pasal 504 KUHP. Namun dalam pembahasan skripsi tersebut,™
tidak ada bab atau sub bab yang membahas tentang pandangan “Mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum” untuk mengetahui tepat atau tidaknya penjatuhan sanksi pidana
terhadap pengemis dan “Kedudukan Pasal 504 KUHP dalam Kaitannya Dengan
Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945,” karena berdasarkan Pasal 34 Undang-undang
Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Ini jelas
kontradiktif dengan pasal 504 KUHP dan sgalan dengan artikel Komnas Ham
mengenai Perda Tribum karena ada unsur-unsur yang dilanggar dalam UUD. Maka

dari itu, peneliti menyatakan bahwa masalah ini layak diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Islam telah memberikan petunjuk dan panduan dalam kehidupan manusia,
serta menyuruh kita beribadah kepada Allah semata. 1slam mengajarkan kebaikan dan
mewagjibkan kepada pemeluknya untuk bertagwa dan beriman kepada Allah. Dan
akan memperoleh balasan yang lebih baik kelak di akhirat bagi siapa sga yang

mel aksanakannya. Sebagaimanafirman Allah:

9 Bagus Wahyu Azistianto, “Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”
Skripsi Sarjana Universitas |slam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta, tahun 2012.
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Cranly ab ) aglijaily Ak B gas Alpaild raga g g Al ol JS3 (e ladia Jae (e

200, slaay | siSla

Ibadah yang kaitannya dengan bekerja disebutkan dalam al-Quran sebagal

berikut:

Balgdll g udd) ale LY (g simy Cglaally Alguayg aSles A (s uud I slas) Jig

2 glaa’ A3 Ly iyl

Daam kehidupan nyata, setigp manusia pasti bekerja untuk memenunhi

kebutuhan mereka. Berbagai macam perilaku manusia dalam menjalankan ibadah
duniawi ini dimunculkan, baik atau buruk tergantung pada pribadi masing-masing.

Kemudian bagaimanakah pandangan islam terhadap pengemis yang meminta-

minta di muka umum apakah melanggar norma, kaidah ataupun kesopanan. Dan

apakah termasuk dalam tindak pidana (jarimah) yang harus dikenakan hukuman,

karena tindakan mereka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran ketertiban umum

dan mengganggu kenyamanan publik sehingga harus ada peraturan yang

diberlakukan. Dalam hal ini dijelaskan dalam hadis nabi sebagai berikut:

Paaiay o) dgdudlan) Jluw O (1o b 0 g8 o daja aSaa) by (Y

2 An-Nahl (16): 97.
2 At-Taubah (09): 105.
*2 |mam Bukhari, Shahih Bukhari (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), I1: 788, Hadis no. 1946.
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Hadis diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang dalam keadaan tidak
mampu atau miskin janganlah menampakkan ketidakmampuan terhadap orang lain,
dan dalam hadis tersebut dianjurkan untuk mencari kayu bakar agar mengajarkan
kepada manusia apabila mau berusaha pasti Allah SWT akan memberikan
kemudahan.

LIS Jaladl aguny oo ) (A Lipd Garbie A i (8 ) g panl cplll ¢) a4l
Ppale Ay &) b A (ga ) shiTLa g UBlad) bl &y slinu agaseas pgd jaT i)

Dalam ayat diatas dijelaskan agar tidak meminta-minta dan tidak memaksa
dalam meminta sesuatu yang mereka butuhkan. Orang-orang yang meminta-minta
padaha ia mempunyal sesuatu yang dapat mencegahnya dari meminta-minta maka
sesungguhnyaiatermasuk orang yang meminta-minta secara memaksa.

Kaitannya dengan mengemis atau meminta-minta jika itu sebagai tindak
pidana harus dipahami terlebih dahulu asas-asas legalitas. Hukum dapat diberlakukan
salah satunya berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas diartikan keabsahan sebagai
sesuatu menurut undang-undang. Dalam istilah hukum pidana, asas legalitas
mengatur tentang tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali
perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.*

% Al-Bagarah (2): 273.
% Pasal 1 ayat (1) RKUHP, Jakarta: Dirjen Kumdang, Departemen Hukum dan Pundang-
undangan, 1999-2000.
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Menurut Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas dengan ““nulum
delictum nulla poena siena praevia lege poenali.” (tidak adatindak pidana, tidak ada
pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori
paksaan psikis yang dicetuskannya.?®

Sedangkan dalam hukum pidana islam tidak menyebut asas legalitas secara
eksplisit, akan tetapi secara substantif memuat asas legdlitas, yaitu dalam ayat
berikut:

20 o i ia (g daa USlag

Pemberlakuan asas legalitas dalam islam, bukanlah suatu yang mutlak, karena
hukum pidana islam menerapkan al-ahlak al-karimah sebaga sendi dalam
masyarakat, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak sekalipun
tidak diatur dalam nas, tetap dipandang sebagai suatu jarimah.?’

Ketentuan lain yang mempengaruhi pengecualian asas legalitas adalah
ketentuan hukum yang hidup di masyarakat, oleh karena itu penerapan sanksi dalam
islam dapat dibenarkan menggunakan dasar urf.

Permasalahan khilafiyah tentang adat sebaga sumber hukum ada pada
wilayah hukuman had dan ta’zir. untuk dasar hukum had diperselisihkan

kehujahannya. Akan tetapi unutk jarimah ta’zir bukan sumber yang dipermasalahkan,

% Dikutip Oleh Ahmad Bahigj, Hukum Pidana (Y ogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan
Kalijaga, 2008), him. 18.

% Al-Israa’ (17): 15.

%" Abd Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-jinai al-isami, (Beirut: Dar a-Fikr, t.t), | :112., al-Amidi,
al-lhkam fi Usul al-Ahkam. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) | ;: 130; Al Ghazali, Al Mustofa min [Im Ushul,
(Mesir: Dar al-Bab al-Mustofa al-Halabi), | : 84.
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sementara jarimah ta’zir termasuk pembahasan hukum pidana islam. Oleh karena itu
tiga point yang harus ada dalam ketentuan asas legalitas, yakni:
1. Perbuatan seseorang tidak dapat dipidana, kecuali ada aturan yang

menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh suatu undang-

undang@

2. Ketentuan yang dimaksud dalam point (1) tidak mengurangi berlakunya
hukum hidup dalam masyarakat dengan parameter al-akhlak al-
karimah. Artinya menurut adat setempat perbuatan seseorang patut
dipidana sekalipun tidak diatur dalam undang-undang.

3. Daam menerapkan ketentuan point (2) seorang hakim harus
mengutamakan nilai keadilan diatas kepastian hukum.

Pada prinsipnya, tujuan ditetapkannya syariat (magasid asy-syari’ah) untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan jangka pendek maupun
jangka panjang.”Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan yang diwujudkan untuk umat
manusia terbagi kepada tiga tingkatan yaitu Kebutuhan Dharuriyat, Kebutuhan
Hajjiyat dan K ebutuhan Tahsiniyat.*

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan Dharuriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada

atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi

% Abd. Qadir Awdah, at-Tasyri’.,I: 115.
2 Abdul Mughits, Ushul Fikih Bagi Pemula (Jakarta: Artha Rivera, 2008), him. 119.
% satria Efendi M.Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, him. 233.
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akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat
kelak. Menurut asy-Syatibi yang termasuk dari kebutuhan ini adalah
memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan serta harta >
b. Kebutuhan Hajjiyat

Kebutuhan Hajjiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana
tidak terwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatannya, namun akan
mengalami kesulitan Syari’at islam menghilangkan segala kesulitan itu,
yaitu adanya hokum rukhshah (keringanan). Dalam hal ini yang berkaitan
dengan ibadah, seperti mengganti puasa pada hari yang lain dikarenakan
sakit, dalam Mashlahat Mu’amalat yaitu adanya macam-macam akad
seperti jua beli, sewa menyewa dan kontrak, dalam Mashlahat Uqubah di
dalam islam mensyari’atkan hukuman denda bagi orang yang melakukan
pembunuhan dengan sengaja.*
c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan
tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan
pelengkap, seperti dikemukakan asy-Syatibi, ha-ha yang merupakan

kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-ha yang tidak dipandang

31 1bid, him. 234.
32 |bid, him. 235.



16

mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntunan norma dan

akhlak.*

F. Metodologi Pendlitian

Agar mencapal hasil yang valid dan rumusan yang sistematis dan sesuai yang
diharapkan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Pendlitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
tentang Pengamen dan Ketertiban Umum (pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah
dan Hukum). Cara yang dipakai melalui bentuk kualitatif, yaitu untuk memunculkan
data-data |apangan dengan metode wawancara tidak langsung dengan menggunakan
questioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar
pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden.
2. Sifat Penédlitian
Penelitian ini bersiat deskriptif kualitatif, yaitu berusasha menjelaskan,
mengelompokkan, memberikan gambaran, serta menyelesaikan data yang diperoleh
dari penelitian untuk kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut
kualitas dan kebenarannya.
3. Pendekatan Masalah
Penyusun menggunakan dua pendekatan maslah dalam penelitian ini, yaitu

Pendekatan Yuridis dan Pendekatan Normatif.

3 |bid, him. 236.
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Pendekatan Yuridis, yaitu hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai
pembenaran dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga
mampu memperoleh kesimpulan berbeda sesuatu itu benar dan selaras dengan
ketentuan-ketentuan syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan tolak ukur norma agama (al-Quran dan
Hadis), selain itu untuk memahami dan mengerti kondisi sebenarnya bagaimana
timbunya pengemis tersebut sesuai dan sudut pandang hukum islam dalam menilai
kondisi demikian.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu
sebagai berikut:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan
dengan menggunakan questioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan cara
menyebarkan daftar pertanyaan tertulis untuk diis oleh responden. Daam
penyebaran angket, peneliti memberikan pertanyaan yang sama terhadap responden
mahasiswa dan mahasiswi baik dari jumlah maupun pertanyaan. Dalam hal ini,
jumlah dari sampel yang penyusun sebarkan kepada responden adalah sebanyak 50
kuesioner dan penyusun mengambil responden secara acak pula.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder
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Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari
karya ilmiyah, jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-
tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

5. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan mengenai Pengamen dan ketertiban umum
muatan materi ini terkumpul, maka dilakukan analisa sedemikian rupa supaya data
yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Penulis berusaha
menjelaskan, mengelompokkan, serta menyelesaikan data yang diperoleh dari
penelitian untuk kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut
kualitas dan kebenarannya untuk dibuat kesimpulan. Hasil dari analisis ini kemudian
disusun secara sistematis dan dituangkan dalam skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari limaBab, yang terdiri dari beberapa sub-bab yakni:

Pertama, pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengena Magasid asy-Syari’ah dan Pandangan Islam
terhadap Pengamen (pengemis) yang meliputi, pengertian magasid asy-syari’ah, dan
menerangkan tentang hadits-hadist yang bersangkutan dengan pandangan Islam
terhadap pengamen (pengemis), tujuan hukum pidana Islam dan unsur-unsur pidana

Islam.
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Bab tiga, memuat tentang persoalan yang melatarbelakangi munculnya
pengemis terutama di perkotaan, Gambaran umum tentang Mahasiswa Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Pandangan Mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum terhadap Pengamaen (pengemis).

Bab empat, analisis dari pandangan Mahasiswa Fakutas Syari’ah dan Hukum
serta kedudukan Pasal 504 KUHP jika dikaitkan dengan Pasal 34 undang-undang
dasar 1945.

Kemudian bab terakhir diis dengan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian

yang dilakukan, sekaligus merupakan bab penutup.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Daam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan
jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awa
pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini, yakni:

Pandangan mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijag
Yogyakarta, dapat disimpulakan bahwa: Secara pemahamam mahasiswa mereka
sudah mengetahuai bahwa pengamen itu mengganggu akan ketertiban umum.
Pengamen banyak dijumpal di tempat-tempat umum, seperti di bus, di pasar dan lain
sebagainya. Pengamen juga sering berdalih dari pada mencuri lebih baik menjual
kemampuan walaupun suara bisingnya mengganggu ketenangan. Selain itu, jika
menilik kembali data yang ada bahwa sebagian besar pandangang terhadap pengamen
dari mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum tidak setuju jika pengamen adalah
perbuatan yang melawan hukum. Mahasiswa sendiri menyadari bahwa semua
peraturan yang ditulis di dalam buku KUHAP adalah sebuah pelanggaran dan
merupakan tindak pidana yang tertuang dalam pasal 504 KUHP. Salah satu solusi
menurut pandangan mahasiswa Syari’ah adalah mereka harus di beri ketrampilan
agar bisa berkerja dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tampa harus
mengamen. Salah satu hasil dari penelitian di fakultas Syari’ah dan Hukum, peneliti

menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak setuju apabila pengamen atau
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pengemis diberi sangsi kurungan (dipenjara). Dan peneliti menemukan aasan
mahasiswa fakultas Syri’ah dan Hukum yang bisa dikatakan tidak logis, ini
berkaitaan dengan sama atau tidaknya antara pengamen dan pengemis. Hal ini dapat
dibuktikan dari pertanyaan yang ada di kuesioner yang menunjukkan karena sebagian
besar dari mahasiswatidak mengetahui isi dari pasal 504 KUHP.

Jika melihat penjelasan R. Soesilo yang mendefinisikan minta-minta atau
mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-
gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan
jalan menyanyi, main biola, gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan
permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan di kota-kota
besar dan R. Sugandhi, SH juga mendefinisikan bahwa mengemis bisa dilakukan
dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung seruling dan sebagainya
serta menyanyi di tempat umum. Dengang penjelasan di atas yang menerangkan jika
sebagian besar dari mahasiswa tidak mengetahui isi dari Pasal 504 KUHP dan dapat
dipahami bahwa mereka juga tidak mengetahu definisi dari Pasal 504 KUHP,
padahal penjelasan tersebut mengarahkan kepada pengamen dan pengemis itu adalah

Sama.
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B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran

sebagal berikut:

1. Diharakan kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Y ogyakarta untuk menambah wawasannya akan isi dari buku
KUHAP dan KUHP agar lebih mengetahui mana perbuatan yang
melawan hukum dan perbuatan yang panatas diberi sangsi sesuai dengan
apa yang diperbuat oleh s pelanggar hukum. Karena masyarakat
mengetahui bahwa mahasiswa Fakultas Syaari’ah dan Hukum adalah
mereka yang mengetahui tentang hukum, baik hukum Islam maupun
Hukum Positif.

2. Saah satu yang perlu diperbaiki adalah peraturan yang diterapkan oleh
pemerintah di tengah-tengah masyarakat Indonesia salah satunya
peraturan yang dibuat untuk ketertiban umum. Karena jika melihat
realita yang ada bahwa pengamen atau pengemis masihlah banyak yang

berkeliaran di tempat-tempat umum.
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Lampiran 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJIEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIST

No.

Him

Fn

Terjemahan

BAB |

05

06

13

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebagjikan dan takwa, dang jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran.

97

10

20

Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.

105

10

21

Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kapada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.

1946

11

22

Sungguh salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar
diikat, lalu diangkat di atas punggungnya lalu dijual, itu
lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang
lain, diberi atau ditolak.

273

11

23

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh
jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka
bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya
karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal
mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta
kepada orang secara mendesak. Dan apa sgja harta yang baik




yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui.

15

12

26

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang
lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami
mengutus seorang rosul.

BAB Il

115

20

39

Magasid asy-syari’ah adalah maksud-maksud dan sasaran-
sasaran yang diperhatikan syara’ dalam menetapkan seluruh
hukum dan bagian-bagiannya yang penting. Dengan kata
lain, magasid asy-syari’ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia
syariat yang menjadi dasar asy-Syari’ (Allah) dalam
menetapkan seluruh hukum-Nya.

116

20

40

Maksud dari magasid asy-syari’ah adalah sasaran dan
rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan oleh asy-Syari’
(Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.

38

28

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan bagi mereka dari
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

617

38

67

Selalu seseorang itu meminta-minta kepada orang-orang
sehingga tiba dihari kiamat sedang di wajahnya tidak ada
sisa sepotong daging pun. Yakni wajahnya hanya tinggal
tulang belulang belaka.

1041

39

68

Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka
untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia
hanyalah sedang meminta bara api. Maka hendaknya dia
mempersedikit ataukah memperbanyak.

17543

39

69

Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya
kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.
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